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PUTUSAN
Nomor 1238/Pdt.G/2018/PA.Bpp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 14 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan XXX,
pendidikan SLTA, tempat inggal di Jalan XXX, Kota
Balikpapan, Provms K e ebagai Penggugat;

gugatannya

bertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Balikpapan pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan Nomor

1238/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada
tanggal 09 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor 42/42/1/2011, tanggal 10 Januari 2011,
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah sewaan di Gunung IV Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan, dan setelah itu berpindah
tempat dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman
bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat punya 1
orang anak angkat bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 08
November 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak rukun;

5. Bahwa perselisihan tersebut ter]
sudah tidak dapat memberj¥a

tersebut dikarenakan T
penyakit diabetes, dan fe ¢

2015, dan sampai selz

sudah seringkali mempg
dari penyakit, namun gé
Penggugat seringkali
sakit tersebut, dan teru
Tergugat sering marah jike

saja mengatakan bahwa

bangkit dari sakit Tergugat dan tidak dapat menafkahi keluarga baik
secara lahir maupun secara batin, dan Penggugat juga sudah pernah
membukakan usaha untuk Tergugat agar bisa mendapatkan
penghasilan, namun usaha tersebut tidak berjalan secara baik, karena
penghasilan tersebut hanya cukup untuk membayar sewa tempat usaha
tersebut, dan dari akibat tersebut kebutuhan rumah tangga tidak
tercukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut
Penggugat lah yang harus bekerja;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan

keutuhan rumah tangga dan dan berharap Tergugat bisa bangkit dari
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penyakit Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat juga tak kunjung
bangkit dari penyakit Tergugat tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat bersama-sama sepakat untuk berpisah, dan sejak
tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah
sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

mengadukan masalah ini

ke Pengadilan Agama Bali
Berdasarkan dalil-dalil g& : t gohon agar Ketua

e &

3. Membebankal i
il

Atau apabila Pengadila
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari p& N tanggal 30 Agustus 2018
Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya Majelis
Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di ruang mediasi dengan menunjuk
Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai
mediator dalam perkara ini, selanjutnya dalam laporannya tertanggal 31
Agustus 2018 mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk

menyelesaikan perkara kedua belah pihak secara damai;
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Menimbang bahwa setelah pelaksanaan mediasi tersebut, Tergugat
tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan pula tidak menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut relaas
panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 4 September 2018
untuk sidang tanggal 13 September 2018, relaas tanggal 20 September
2018 untuk sidang tanggal 27 September 2018 dan relaas tanggal 28
September 2018 untuk sidang tanggal 04 Oktober 2018, kepada Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama
Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanj M menasihati Penggugat
supaya bersabar dan mengurund gat cerai Tergugat
akan tetapi tidak berhasil lal ugat bertanggal
09 Agustus 2018 yang isinyg/tesqp gaugat;

Menimbang, bah gugatannya
Penggugat telah mengajulfa i : A Jotokopi Eltin Akta Nikah

dengan Nomor 42/42/1/20
Kepala Kantor Urusan

Selatan, Kota
Balikpapan, yang telah d
6.000,- (Bukti-P);

bermeterai Rp

gengan aslinyd
R’
#!

ti suraggPengdugat di persidangan

mengaku bernama:

1. XXX, Balikpapan, 24 April 1955, agama Islam, pendidikan D3,
pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di
bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat
karena sebagai Ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun
2011, di Kecamatan Balikapan Selatan, Kota Balikpapan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir

tinggal di rumah bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak, namun
mempunyai 1 orang anak angkat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menderita sakit
gula dan tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah lahir
maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali diajak untuk berobat ke

dokter oleh Penggugat tetapi tidak pernah mau;

berikut:
- Bahwa saksi

tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
terakhir di rumah bersama di Kelurahan XXX, Kota Balikpapan;

- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak namun
memelihara 1 orang anak angkat;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun,
namun sejak awal tahun 2015 sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat
memberi nafkah lahir dan batin karena menderita penyakit
gula/diabet;
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- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada

bulan Agustus 2018 yang lalu, akibatnya Penggugat pergi dari

rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat hingga

sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun lagi

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak

menambah keterangan apapun dan memohon agar Majelis Hakim segera
menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

maka ditunjuk Berita Acara Sidang yé

dari putusan ini;

pokoknya adalah sebagai

Menimbang, bahw
penggugat dengan Terguda
akan tetapi upaya tersebut

Menimbang, bahwa\ses ¢

menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara
kedua belah pihak secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara
Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun
orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya
karena tidak pernah hadir di persidangan setelah mediasi meskipun
kepadanya telah diperintahkan oleh majelis untuk hadir pada sidang

selanjutnya dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
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Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab menjadi gugur serta
gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan di luar hadirnya
Tergugat kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak
beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan
dengan ketentuan dalil fighiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab
Ahkam Al Qur’an, juz Il halaman 405 sebagai berikut;

o 5> V plls 969 caz pld proluall plS> o Sl I (nEd o

menghindari terjadinya

gugatannya;

Menimbang, bahwa

atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungankan dengan keterangan
saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan dari perkawinannya belum
dikaruniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan
oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 09 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir
di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berlangsung rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita sakit gula
sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;

4. Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada tanggal

08 Agustus 2018, akibatnya PgeBeugal Derd rumah kediaman
bersama meninggalkan Tegd v i Rah berkumpul lagi

rusaha untuk

menasihati dan meru at tetapi tidak

berhasil;
Menimbang, bah

tersebut di atas maka selanjutnya

adalah apakah gugatan PeR§ ketentuan dan

t terSebut telalyy mee
\ y| S .
BROarEmen| & ;

gugatannya dapat dikabulkan

telah beralasan menurut

Tergugat terhadap Penggugat, Majel
sebagaimana diuraikan di bawah ini;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria
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sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila
unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan
tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana
tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengidap penyakit gula
serta tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah lahir maupun batin
kepada Penggugat, rumah tangga yang keadaannya demikian itu sudah

tidak mencerminkan lagi sebag P &, Yang bahagia, kekal,

rmuat kitab Al

wuolall asls e 2wl olg

all

Artinya : “Tatkala istri telah
suaminya, maka hakii
laki (suami) dengan tala
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan

tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

alasan perceraiannya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (e dan f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e dan f)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah

beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan

Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.
2.
Penggugat (XXX);

3. Membebankay

perkara ini sejumlg

rupiah);

Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing- g sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar

hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

10
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Drs. H. Ibrohim, M.H. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa’i, M.H. Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:
Pendaftaran
Proses
Pemanggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah
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